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INTISARI

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Potorono dalam pembangunan
infrastruktur adalah yang pertama dari segi Dana, Dana Desa yang tidak terlalu besar Namun
Masyarakat ingin semua wilyahnya dibangun, yang kedua faktor SDM, (sumber Daya Manusia).
Pamong Desa Potorono Kebanyakan masih minim pengalaman, Desa Potorono membutuhkan
pamong yang professional dan mampu bekerja secara maksimal, dan yang ketiga Kurangnya
peranan pemerintah terutama pemerintah Desa Potorono Banguntapan Bantul dalam
memberdayakan mayarakat di bidang pembangunan infrastruktur desa yaitu tidak berjalannya
pemberdayaan masyarakat di desa tersebut, tidak dilibatkannya masyarakat dalam pembangunan
desa, Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut maka Penulis tertarik untuk meneliti Peran
Pemerintah di Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta

Jenis penelitian kualitatif, Informan dalam penelitian ini terdiri dari, Kepala Desa,
Perangka tDesa, Ketua BPD dan Masyarakat, Teknik Penentuan Informan Menggunakan Teknik
Purposive, Teknik Pengumpulan data dalam penelitian iniadalah Observasi, wawancara,
Dokumentasi, TeknikAnalisis Data

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari data yang didapat, baik primer maupun
sekunder, maka dapat dilihat Peran Pemerintah Desa Potorono dalam pembangunan
Infrastruktur, dengan Ruang Lingkup sebagai berikut, yang Pertama Perencanaan Pembangunan
infrastruktur di Desa Potorono Ada Dalam RPJMDES dan Masyarakat dilibatkan dalam
Perencanaan, kedua Pengorganisasian Pemerintah Desa Potorono Membentuk tim Untuk
Pelaksanaan Pembangunan Infrastrktur, ketiga Pembangunan Infrastruktur suda ada yang
terlaksana dan ada yang belum terlaksana, keempat Pengawasan Pembangunan Infrastruktur di
Desa Potorono ada tim dari kabupaten yang mengawasi, kelima faktor penghambat adalah
turunya Dana Desa yang terlambat.

Kata Kunci :Peran Pemerintah Desa, Pembangunan Infrastruktur, Desa Potorono.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut berbagai strategi dan
kebijakan dilaksanakan. Dalam konteks kebijakan hubungan antara
pemerintah pusat dan daerah, kebijakan pembangunan dapat dilihat dari sisi
pelimpahan kewenangan atau urusan untuk melaksanakan pembangunan
tersebut. Ada dua pendekatan yang biasa digunakan, yaitu pendekatan
sentralisasi dan pendekatan desentralisasi. Pendekatan sentralisasi lebih
mengutamakan efisiensi, sementara itu pendekatan desentralisasi lebih
mengedepankan kemandirian daerah dan keadilan ketimbang efisiensi. Dalam
konteks kebijakan pembangunan di Indonesia yang dilaksanakan sejak awal
periode pembangunan nampaknya menganut pendekatan yang kompromistis,
artinya pendekatan yang mencoba memadukan antara orientasi efisiensi
dengan keadilan dan kemandirian daerah. Dengan demikian, maka bobot
pembagian kewenangan yang dianut merupakan campuran sehingga
melahirkan asas penyelengaraan pembangunan yang disebut dekonsentrasi
dan desentralisasi.

Dalam otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing
dengan memperhatikan  prinsip  demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara formal pemerintah

telah menerbitkan peraturan pemerintah tentang desa sebagai dasar hukum



yang mengatur segala sesuatu yang dianggap urgen bagi desa. Desa juga
secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil. desentralisasi
ini tidak hanya terbatas pada tingkat kabupaten kota, tetapi juga desa sebagai
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat. Berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Desa adat merupakan desa adat atau yang disebut dengan nama lain (Peraturan
Pemerintah No. 8 Tahun 2016).

Idealnya pembangunan desa memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat,
baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi,
sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama,
memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelengarakan rumah
tangganya sendiri. Idealnya pembangunan desa dimana masyarakat dapat
hidup dengan tenang tanpa ada rasa ketakutan baik karena adanya tindakan
kriminal maupun tekanan dari pihak manapun, sehingga masyarakat dapat
beraktivitas dan bekerja dengan baik, normal dan wajar. Keadaan yang sehat,
sejuk bersih dan menyenangkan karena didukung oleh suasana lingkungan
sosial yang kondusif dan lingkungan fisik yang sehat dan bersih dan
masyarakat yang memiliki kemajemukan suku dan agama dapat hidup
berdampingan, saling menghormati, menghargai serta memiliki sifat toleran

terhadap warga lainnya yang berbeda baik suku maupun keyakinan.



Pemerintah daerah telah mengakui adanya kewenangan. yang dimiliki
oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian
dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan
pemerintah tertentu, saat ini desa dianggap sebagai basis pembangunan
sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan bottom up, dimana
semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi
masyarakat, dalam kondisi ini masyarakat desalah yang menjadi sasaran
dalam setiap program pemberdayaan masyarakat, tujuannya adalah
memberikan kemandirian atau daya kepada masyarakat desa agar dapat
mengurus dirinya sendiri, pemerintah hanya bertindak sebagai fasilisator dan
motivator. Hal ini didorong oleh pengalaman bahwa sebagian masyarakat desa
masih hidup di bawah garis kemiskinan dan ketidakberdayaan, sehingga
membutuhkan pertolongan sejak dini untuk mengubah keadaan tersebut.

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa
harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan
akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan
beragam masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan, kesehatan maupun
ekonomi. Kondisi ini semakin diperparah oleh karena pemerintah belum
menemukan solusi apa yang harus ditempuh untuk memerangi ancaman
kemisknan tersebut di atas serta benar-benar menyentuh subtansi masalah
yang dihadapi publik. Itu nampak pada banyak program pembangunan yang
mengalami kegagalan ketika berusahan memberantas kemiskinan yang telah

melilit kehidupan sebagian penduduk pedesaan. Karena itu masyarakat yang



demikian perlu diperdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi
tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali.

Proses pembangunan saat ini perlu memahami dan memperhatikan prinsip
pembangunan yang berakar dari bawah (grasroots), memelihara keberagaman
budaya, serta menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi manusia.
Pembangunan yang dilakukan harus memuat proses pemberdayaan
masyarakat yang mengandung makna dinamis untuk mengembangkan dalam
mencapai tujuan. Konsep Yyang sering dimunculkan dalam proses
pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program-program
pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat
menjadi  subjek dari pembangunan. Kegagalan berbagai program
pembangunan perdesaan di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena
penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan yang
tidak melibatkan masyarakat. Proses pembangunan lebih mengedepankan
paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan negara pada arus
utama kehidupan bermasyarakat.

Pembangunan infrastruktur ~merupakan bentuk dari kepedulian
pemerintah, wujud dari model pembangunan tersebut adalah Program
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP). Pemerintah Indonesia melalui
Ditjen Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum mencanangkan Program
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) dalam rangka mendukung upaya
penanggulangan kemiskinan dan pengembangan infrastruktur permukiman di

pedesaan melalui partisipasi masyarakat baik secara individu maupun



kelompok sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
(Dahlan, dkk., 2012:44).

Dalam pembangunan infrastruktur desa harus lebih didasarkan atau
ditentukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya
keswadayaan/partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Di sisi
lain, infrastruktur yang dibangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan
tanggungjawab masyarakat dalam mengelola dan memelihara setelah proyek
tersebut berakhir, dan di dalam pembangunan infrastruktur desa hendaknya
mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat
dimanfaatkan secara efektif dan efisien (Suriadi, 2005: 61). Suatu
pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan
dimanfaatkan hasilnya apabila pembangunan yang dilakukan tersebut benar-
benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi,
khususnya pembangunan perdesaan, mutlak diperlukan pemberdayaan
masyarakat desa mulai dari keikutsertaan perencanaan sampai pada hasil akhir
dari pembangunan tersebut.

Infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau
dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam
penyediaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan
pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitas tujuan-tujuan ekonomi (Stone
dalam Kodoatie 2005:101). Dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur,
Effendi (2002:48) menyebutkan bahwa pentingnya pembangunan infrastruktur

yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik saran



pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan,
transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi bertujuan agar
masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan
ekonomi, serta agar para investor mau menanamkan modalnya di daerah,
apabila tidak demikian biaya yang dikeluarkan untuk penanaman modal
menjadi lebih besar dan berpengaruh pada harga produk yang dihasilkan dan
tentunya akan lebih mahal dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk
yang dihasilkan tidak kompetitif (Rosalina, 2013:110).

Usaha untuk menggalakkan pembangunan desa yang dimaksudkan untuk
memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat
desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, melibatkan
tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. Dalam prakteknya,
peran dan prakarsa pemerintah (desa) masih dominan dalam perencanaan
dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan
teknis warga desa dalam pembangunan Desa.

Hasil studi pendahuluan peneliti di Desa Potorono Banguntapan Bantul
diketahui bahwa dalam pelaksanan pembangunan infrastruktur masih terdapat
masalah atau masih terdapat kendala atau faktor penghambat dalam
pelaksanaan pembangunan infrastruktur yaitu Dana Desanya Kecil Sumber
Daya Manusia (SDM) yang lemah atau masyarakat yang kurang respon.
Keberhasilan pembangunan infrastruktur di Desa Potorono Banguntapan
Bantul sangat ditentukan oleh kerjasama, koordinasi dan sinergisitas yang

solid dan saling menguatkan antara pemerintah desa, kecamatan, pemerintah



kabupaten (SKPD), DPRD, bahkan peran partisipatif pemerintah provinsi dan
pemerintah pusat, terutama dukungan dari para pemangku kepentingan
lainnya antara lain tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Sosial
Masyarakat  (LSM),  praktisi dan  akademisi  serta  paraswa
stawan, kerjasama, koordinasi, sinergisitas, dan partisipasi masyarakat desa.
Hal ini dilakukan baik mulai dari proses perancanaan melalui mekanisme
forum perancanaan partisipatif pembangunan desa, pelaksanaan maupun
pengawasan pembangunan. Pengawasan pembangunan yang didasarkan pada
prinsip; semangat dan inisiatif membangun datang dari masyarakat desa, desa
bebas menyusun perencaanaan Pembangunan desanya, penguatan dan
pemanfatan potensi dan kearifan lokal, terbangunnya desa-desa sesuai
karakteristik potensi dan kearifan lokalnya, dan terwujudnya anggaran
pendapatan dan belanja desa (APBDes) atau dari dana desa.

Kurangnya peranan pemerintah terutama pemerintah Desa Potorono
Banguntapan Bantul dalam memberdayakan mayarakat bidang pembangunan
infrastruktur desa yaitu tidak berjalannya pemberdayaan masyarakat di desa
tersebut yaitu tidak dilibatkannya masyarakat dalam pembangunan desa,
dimana yang mengerjakan proyek pembangunan di desa tersebut adalah
pemborong yang berasal dari daerah lain, dan hal ini diperoleh dari hasil pra-
penelitian dengan melakukan wawancara terhadap beberapa warga dilokasi
penelitian. Sikap pemerintah desa yang tidak pedduli terhadap masyarakat
dalam pembangunan desa akan mematikan tradisi gotong-royong masyarakat

desa dan menjadikan masyarakat merasa tidak ikut memiliki dalam



pembangunan yang dilakukan sehingga kemungkinan pembangunan tersebut
akan cepat rusak karena tidak ada rasa memiliki dan tanggung jawab
masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan tersebut.
Berkaitan dengan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji
Dana Desa, Parisipasi Masyarakat Dan Pembangunan Infastruktur di Desa
Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa
B. Rumusan Masalah
Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur
di Desa Potorono Banguntapan Bantul?

2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung peran pemerintah desa
dalam pembangunan infrastruktur di Desa Potorono Banguntapan Bantul?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk Mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam pembangunan
infrastruktur di Desa Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Untuk Mendeskripsikan faktor penghambat dan faktor pendukung peran
pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Potorono
Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah istimewa YogyakartaS

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
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